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GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 16 TAHUN
2021 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI

Menimbang

Mengingat

LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

bahwa dalam rangka pelaksanaan kinerja dan tugas
Penyelenggara Negara secara sungguh-sungguh dan penuh
tanggung jawab serta guna mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
telah ditetapkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 16
Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaa Penyelenggara
Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku,

b bahwa dalam rangka evaluasi peningkatan kinerja dalam
mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Maluku, maka Peraturan Gubernur
Maluku Nomor 16 Tahun 2021 tentang Laporan Harta
Kekayaa Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Maluku, perlu ditinjau kembali,

Cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 16 Tahun 2021
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

a.

Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945,
2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
1.

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6409),
3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2414, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856):

4 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6869):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718),

6 . Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun
2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572),

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 16 Tahun 2021

tentang Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan
Pemerintah ProvinsiMaluku (Berita Daerah ProvinsiMaluku Tahun 2021 Nomor

16), diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Gubernur,
b. Wakil Gubernur,
c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya,
d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
e. Pejabat Administrator,
f. Pejabat Fungsional Widyaiswara Madya dan Utama:

g. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya,

h. Pejabat Fungsional Auditor,

ya
n

Pejabat Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah:

j. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa:
k. Pejabat Fungsional Tertentu lainnya Tingkat Madya dan utama,
ll Kepala Sekolah SMA/SMK:
m. Ajudan Gubernur, WakilGubernur dan Ajudan Sekertaris Daerah:

dan

n. Bendahara.

2. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal
6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenakan

pada Penyelenggara Negara yang terlambatmenyampaikan LHKPN.

(2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali,

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(3) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak mengindahkan peringatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada yang bersangkutan

dikenakan sanksi pemotongan tambah penghasilan.

(4) Batas pelaporan kepatuhan per tanggal 31 maret belum menyampaikan

LHKPN maka TPP nya akan ditahan atau ditunda, sampai yang

bersangkutan menyampaikan LHKPN, dengan melampirkan bukti tanda

terima.
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Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
i Maluku.Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provins

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 Oktober 2023

GUBERNUR MALUKU,

MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 5 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

SADALI IE.

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2021 NOMOR 320.
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